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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  29/PMK.05/2021  

TENTANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. 

TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : 
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

228/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin 

Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan; 

b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor 

KU.01.01/Menkes/369/2020 perihal Usulan Revisi 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2013 

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah 

Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, telah 

menyampaikan usulan penetapan tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 
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Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian 

Kesehatan; 

c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid 

Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh 

Tim Penilai; 

d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu 

mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid 

Makassar pada Kementerian Kesehatan yang 

sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 228/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Rumah Sakit Kusta  Dr. Tadjuddin 

Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif 

Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum 

Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian 

Kesehatan; 

 

Mengingat : 
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1046); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF 

LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM 

PUSAT DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PADA 

KEMENTERIAN KESEHATAN. 

 

Pasal 1 

(1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit 

Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada 

Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa 

layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum 
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Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid 

Makassar pada Kementerian Kesehatan kepada 

pengguna jasa. 

(2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak 

penjamin. 

(3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ 

menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien 

yang menjadi pihak tertanggungnya. 

 

Pasal 2 

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

atas: 

a. tarif layanan berdasarkan kelas; 

b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan 

c. tarif farmasi. 

 

Pasal 3 

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: 

a. tarif rawat inap; 

b. tarif konsultasi, visite, dan asuhan perawatan; 

c. tarif tindakan medik non operatif rawat inap; 

d. tarif pemakaian alat medis di rawat inap; dan 

e. tarif kamar bersalin. 

 

Pasal 4 

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: 

a. tarif administrasi, pemeriksaan dan konsultasi; 

b. tarif tindakan umum; 

c. tarif tindakan medik non operatif; 

d. tarif tindakan medik operatif; 

e. tarif hemodialisa; 
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f. tarif penunjang medis; 

g. tarif pemulasaraan jenazah; 

h. tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung; 

i. tarif penggunaan kendaraan; 

j. tarif pendidikan dan pelatihan; 

k. tarif pelayanan central sterile supply department (CSSD); 

dan 

l. tarif pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit (PSRS). 

 

Pasal 5 

(1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, 

kelas I, dan kelas VIP/VVIP. 

(2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat 

umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat 

umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) 

dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum 

paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari 

tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien 

masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus 

sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

 

Pasal 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I 

dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 

Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan. 
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